PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA

JI. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp. (024) 8440335 — 8440339, Fax. (024) 8417418
SEMARANG (50136)

NOMOR : 067.2/1890/2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang optimal dan untuk memberikan
jaminan prosedur yang distandarkan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, diperlukan adanya Standar Operasional
Prosedur;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur
Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi
Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038});

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); g

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP.100/MEN/V1/2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pé.llayanan Publik (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);



16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 69);

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan
Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 110);

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU Menetapkan  Standar Operasional Prosedur Pencatatan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
KEDUA Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini,
KETIGA Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilaporkan
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang.
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sema an
pada tanggal 03 fm F 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
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1. Walikota Semarang; : 4&" "‘*ﬁy
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang; %
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA
SEMARANG

NOMOR 1 067.2/1890/2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(PKWT)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA
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Pemohon mengajukan berkas
pencatatan perjanjian kerja
waktu (PKWT) kepada
Kadisnaker Kota Semarang
dengan dilengkapi persyaratan
sesuai dengan ketentuan
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Walktu Terfentu (PKWT)
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Melakukan penelitian berkas
6 |pencatatan perjanjian kerja
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Berkas yang tidak
lengkap/materi
tidak sesuai
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Pemohon untuk
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